
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan 

tiga hal pokok yakni: 

1. Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo berperan sebagai 

penyalur dana APBD sekaligus berperan menjalin kerjasama dengan 

Lembaga Bantuan Hukum. Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi 

Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin 

belum terlaksana dengan baik mengingat masih sedikitnya jumlah Lembaga 

Bantuan Hukum yang menjalin kerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah 

Provinsi Gorontalo. Peran biro hukum juga masih belum optimal dalam hal 

pemberian bantuan dana operasional kepada lembaga bantuan hukum. 

2. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi 

Gorontalo terkendala oleh faktor-faktor diantaranya keterbatasan anggaran 

yang dimiliki daerah, Belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme 

kerjasama antara Biro Hukum dan LBH serta perintah pasal 19 Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang kurang tegas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka terdapat tiga hal 

yang dapat penulis jadikan sebagai saran: 

1. Peran Biro Hukum dalam menyediakan anggaran bantuan hukum kepada 

masyarakat miskin hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sudah semestinya dana 



 

 

bantuan hukum tersebut dianggarkan dalam RKA Biro Hukum karena 

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum telah mewajibkan 

hal tersebut. Pemerintah daerah juga sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang 

khusus berkaitan dengan pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari 

hibah agar kedepan hibah bagi penyelenggaraan bantuan hukum untuk 

masyarakat miskin bisa diberikan setiap tahun anggaran sebagaimana 

ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016 

kriteria pemberian hibah adalah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak 

secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan 

2. Harus ada kebijakan yang jelas mengenai mekanisme kerjasama antar Biro 

Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum agar nantinya akan lebih banyak lagi 

Lembaga Bantuan Hukum yang menjalin hubungan kerjasama dengan Biro 

Hukum. Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam membina 

komunikasi dengan setiap Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka 

memastikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin 

terlaksana segaimana mestinya. Semua Lembaga Bantuan Hukum harus 

mendapatkan kesempatan dan perhatian yang merata dari pemerintah daerah. 

3. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak-

pihak yang menunjang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 

Sehingga kedepannya persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara 

Cuma-Cuma lebih muda didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga 

harus memastikan adanya persebaran yang merata lembaga bantuan hukum di 



 

 

Provinsi Gorontalo sehingga kedepannya lembaga bantuan hukum tidak 

hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi namun juga bisa masuk pada 

wilayah pelosok sehingga akan lebih banyak masyarakat kurang mampu yang 

bisa menikmati layanan bantuan hukum gratis. 
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